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Abstrak 

Kualitas konsumsi pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung ketahanan pangan dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, kualitas konsumsi pangan masyarakat pada kabupaten/kota 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi tantangan berupa diversifikasi pangan yang belum 
optimal dan disparitas antarwilayah. Di sisi lain, kajian mengenai perkembangan kualitas konsumsi pangan dan 
faktor-faktor yang memengaruhinya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB masih relatif terbatas. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada 
kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret 2021–2025 serta publikasi Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, sehingga diperoleh 50 observasi. Analisis deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan perkembangan kualitas konsumsi pangan berdasarkan indikator Pola Pangan 
Harapan (PPH), sedangkan analisis inferensial menggunakan regresi linear berganda berbentuk log-log dengan 
variabel pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks 
Harga Konsumen (IHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor PPH cenderung meningkat, meskipun disparitas 
antarwilayah masih terjadi. Pendapatan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap skor PPH. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah penduduk 
dan IHK tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R² sebesar 0,607 menunjukkan bahwa model mampu 
menjelaskan 60,7 persen variasi skor PPH. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan diversifikasi pangan 
berbasis pangan lokal dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam dan bergizi.  

Kata kunci: Kualitas Konsumsi Pangan; Pola Pangan Harapan (PPH); Pangsa Pengeluaran Pangan. 

Trends and Determinants of Food Consumption Quality across 
Regencies/Municipalities in West Nusa Tenggara Province, 2021–

2025 

Abstract 

Food consumption quality is an important indicator in supporting food security and improving the quality of human 
resources. However, food consumption quality in the regencies/cities of West Nusa Tenggara Province (NTB) still 
faces challenges, particularly limited food diversification and regional disparities. In addition, studies on the 
development of food consumption quality and the factors affecting it at the regency/city level in NTB remain limited. 
This study aims to analyze the development of food consumption quality and the factors affecting it in the 
regencies/cities of West Nusa Tenggara Province during the period 2021–2025. This study employed a quantitative 
method with descriptive and inferential approaches. The data used were secondary data obtained from the National 
Socioeconomic Survey (SUSENAS) Consumption and Expenditure Module for March 2021–2025 and publications 
of Statistics Indonesia (BPS) covering 10 regencies/cities in NTB, resulting in 50 observations. Descriptive analysis 
was conducted to describe the development of food consumption quality based on the Food Consumption Pattern 
Score (PPH), while inferential analysis was performed using a log-log multiple linear regression model with per 
capita income, food expenditure share, education level, population size, and Consumer Price Index (CPI) as 
independent variables. The results showed that the PPH score tended to increase during the study period, although 
regional disparities still persisted. Per capita income and food expenditure share had a positive and significant 
effect on the PPH score. Education level had a negative and significant effect, while population size and CPI had 
no significant effect. The Adjusted R² value of 0.607 indicates that the model explained 60.7 percent of the variation 
in the PPH score. These findings suggest the need to strengthen local food-based diversification and improve 
access to diverse and nutritious foods to enhance food consumption quality.  

Keywords: Food Consumption Quality; Desirable Dietary Pattern (DDP); Share of Food Expenditure. 

How to Cite: Kurniawan, L., Sjah, T., & Hayati, H. (2026). Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi 
Kualitas Konsumsi Pangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2025. 
Empiricism Journal, 7(2), 1295-1314. https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5468 

https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism
mailto:empiric.journal@gmail.com
mailto:kurniawanlalu89@gmail.com
https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5468


Kurniawan et al. Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi ……… 

 

 Empiricism Journal, Vol 7, No 2, Juni 2026 1296 

 

https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5468 
Copyright© 2026, Kurniawan et al. 

This is an open-access article under the CC-BY-SA License. 

 

PENDAHULUAN 
Ketahanan pangan merupakan isu strategis pembangunan karena berkaitan langsung 

dengan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial ekonomi, dan keberlanjutan wilayah. 
Ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, 
pemanfaatan, dan stabilitasnya (FAO, 1996). Dalam kerangka Sustainable Development 
Goals (SDGs), ketahanan pangan menjadi bagian dari tujuan kedua yang menekankan 
penghapusan kelaparan, perbaikan gizi, dan pertanian berkelanjutan (Gil et al. 2019). Dengan 
demikian, fokus pembangunan pangan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga 
pada kualitas konsumsi masyarakat. 

Kualitas konsumsi pangan diukur menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu 
indikator yang menggambarkan keseimbangan kontribusi energi antar kelompok pangan. 
Semakin tinggi skor PPH, semakin baik kualitas konsumsi pangan masyarakat (Badan 
Pangan Nasional, 2023). Menurut Ariani dan Ashari (2003) dalam Yuniarti et al. (2022), skor 
PPH dapat digunakan sebagai indikator evaluasi mutu konsumsi pangan karena mampu 
menggambarkan keseimbangan pola konsumsi masyarakat terhadap komposisi pangan 
ideal. Komposisi ideal PPH nasional disajikan pada Tabel 1 sebagai standar pembanding 
kondisi aktual di daerah. 

Tabel 1. Susunan Pola Pangan Harapan Nasional 

No 
Kelompok 

Pangan 

% AKG 
(FAO 

RAPA) 

Pola Pangan Harapan Nasional 

Gram 
Energi 
(kkal) 

% 
AKG 

Bobot 
Skor PPH 
Maksimum 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Padi–padian 40,0 - 60,0 289 1050 50,0 0,5 25,0 
2 Umbi–umbian 0,0 - 8,0 105 126 6,0 0,5 2,5 
3 Pangan Hewani 5,0 - 20,0 157 252 12,0 2,0 24,0 

4 
Minyak dan 
Lemak 

5,0 - 15,0 21 210 10,0 0,5 5,0 

5 
Buah/Biji 
Berminyak 

0,0 - 3,0 11 63 3,0 0,5 1,0 

6 
Kacang–
kacangan 

2,0 - 10,0 37 105 5,0 2,0 10,0 

7 Gula 2,0 - 15,0 31 105 5,0 0,5 2,5 
8 Sayur dan Buah 3,0 - 8,0 262 126 6,0 5,0 30,0 

9 
Aneka Bumbu 
dan Bahan 
Minuman 

0,0 - 5,0 - 63 3,0 0,0 0,0 

Jumlah    2100 100,0 - 100,0 

Sumber : Badan Pangan Nasional (2023) 

Secara empiris, konsumsi pangan nasional masih didominasi kelompok padi-padian, 
yang menunjukkan bahwa diversifikasi pangan belum optimal meskipun Indonesia memiliki 
potensi pangan lokal yang beragam (Badan Pangan Nasional, 2024). Kondisi tersebut 
mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara pola konsumsi aktual dan komposisi ideal 
PPH. Dominasi konsumsi pangan pokok yang tinggi umumnya diikuti oleh rendahnya 
konsumsi pangan sumber protein hewani, sayur, dan buah yang justru memiliki peran penting 
dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat (FAO et al. 2023). Oleh karena itu, peningkatan 
kualitas konsumsi pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi, tetapi juga oleh 
keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. 

Kondisi tersebut juga terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki 
basis ekonomi pertanian kuat dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, 
peternakan, dan perikanan (BPS NTB, 2026). Provinsi NTB merupakan salah satu daerah 
penghasil pangan penting di kawasan timur Indonesia dengan kontribusi yang signifikan 
terhadap produksi padi, jagung, sapi potong, dan komoditas pangan lainnya. Namun 
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demikian, tingginya potensi produksi pangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas 
konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya paradoks pangan, yaitu kondisi 
ketika wilayah dengan kapasitas produksi pangan yang relatif tinggi masih menghadapi 
kualitas konsumsi pangan yang belum optimal (Béné et al. 2021). Paradoks tersebut menjadi 
isu penting karena menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang memadai tidak secara 
otomatis menjamin tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan 
aman. 

Di sisi lain, jumlah penduduk Provinsi NTB meningkat dari 5,387 juta jiwa pada tahun 
2021 menjadi 5,731 juta jiwa pada tahun 2025 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,56 
persen per tahun (BPS NTB, 2026). Pertumbuhan penduduk tersebut meningkatkan tekanan 
terhadap sistem pangan daerah, baik dari sisi penyediaan maupun pemenuhan kebutuhan 
konsumsi pangan masyarakat (Debebe & Zekarias, 2020; Fukase & Martin, 2020). Apabila 
peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perbaikan akses terhadap pangan 
bergizi, maka kualitas konsumsi pangan berpotensi mengalami stagnasi atau bahkan 
penurunan. 

Dari sisi sosial ekonomi, pendapatan per kapita merupakan faktor utama yang 
memengaruhi kualitas konsumsi pangan. Peningkatan pendapatan meningkatkan 
kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi 
sehingga mendorong peningkatan skor PPH (Rinaldi et al. 2017). Menurut Timmer et al. 
(1983) yang dikutip dalam Fukase & Martin (2020) menyatakan bahwa peningkatan 
pendapatan akan mendorong pergeseran konsumsi dari pangan pokok menuju pangan 
bernilai gizi lebih tinggi. Sebaliknya, pendapatan yang rendah cenderung membatasi pilihan 
konsumsi pada kelompok pangan pokok yang relatif lebih murah. 

Selain pendapatan, pangsa pengeluaran pangan mencerminkan tingkat kesejahteraan 
rumah tangga. Berdasarkan Hukum Engel, semakin tinggi proporsi pengeluaran yang 
dialokasikan untuk pangan, semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga (Barrett et 
al. 2018). Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi umumnya memiliki 
keterbatasan dalam mengakses pangan yang beragam dan berkualitas sehingga kondisi 
tersebut berkorelasi negatif terhadap kualitas konsumsi pangan (Kudadiri et al. 2025). 

Selanjutnya, tingkat pendidikan berperan dalam membentuk pengetahuan gizi, 
kemampuan mengakses informasi, serta perilaku konsumsi yang lebih sehat dan beragam 
(Verger et al. 2021). Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki 
kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi sehingga mampu 
meningkatkan kualitas pola konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen 
(IHK) mencerminkan dinamika harga yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan 
harga pangan dapat menurunkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan 
bergizi, terutama pada kelompok berpendapatan rendah (Headey & Alderman, 2019; Laborde 
et al. 2020). 

Secara empiris, kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
menunjukkan karakteristik yang heterogen. Berdasarkan data SUSENAS periode 2021–2025, 
skor PPH kabupaten/kota di NTB masih berada di bawah standar ideal 100, yang 
mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan belum optimal. Kondisi ini ditandai oleh 
dominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian serta rendahnya konsumsi pangan hewani, 
sayur, dan buah (DKP NTB, 2025). Di sisi lain, terdapat variasi capaian skor PPH antarwilayah 
yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh 
ketersediaan pangan, tetapi juga oleh karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. 
Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa paradoks pangan di NTB tidak dapat dijelaskan 
hanya melalui aspek produksi pangan, melainkan memerlukan analisis yang 
mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi wilayah. 

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas 
konsumsi pangan. Novita et al. (2025), Tobing et al. (2025), dan Wahyuni (2025) menunjukkan 
bahwa pendapatan, pendidikan, pengeluaran pangan, dan harga pangan berpengaruh 
terhadap kualitas konsumsi pangan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut 
dilakukan pada tingkat rumah tangga atau wilayah tertentu dengan pendekatan cross-section 
sehingga lebih menekankan variasi antarindividu atau antarrumah tangga dalam satu periode 
pengamatan. Penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan 
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bagaimana perbedaan karakteristik sosial ekonomi antarwilayah dan perubahan kondisi dari 
waktu ke waktu memengaruhi kualitas konsumsi pangan pada tingkat regional. 

Selain itu, studi mengenai kualitas konsumsi pangan di Indonesia umumnya masih 
berfokus pada aspek perilaku konsumsi rumah tangga, sementara penelitian yang 
menghubungkan skor PPH dengan indikator sosial ekonomi wilayah seperti pendapatan per 
kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan indeks harga 
konsumen secara simultan masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan 
pemahaman mengenai determinan kualitas konsumsi pangan pada level kabupaten/kota 
belum berkembang secara memadai, terutama pada daerah yang memiliki karakteristik 
pertanian kuat namun masih menghadapi kualitas konsumsi pangan yang belum optimal 
seperti Provinsi NTB. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang 
penting untuk diisi, yaitu belum banyak penelitian yang menganalisis kualitas konsumsi 
pangan menggunakan pendekatan lintas wilayah dan lintas waktu secara simultan pada 
tingkat kabupaten/kota dengan mengintegrasikan indikator sosial ekonomi wilayah. 
Pendekatan ini penting karena kualitas konsumsi pangan merupakan fenomena yang 
dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, sosial, dan demografi yang berbeda antarwilayah dan 
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan data kabupaten/kota di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 untuk menganalisis kualitas 
konsumsi pangan yang diukur melalui skor PPH dengan mempertimbangkan variasi 
antarwilayah dan antarwaktu secara bersamaan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang 
umumnya berfokus pada tingkat rumah tangga atau wilayah tertentu secara parsial, penelitian 
ini mengintegrasikan dimensi spasial dan temporal untuk menjelaskan pengaruh pendapatan 
per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan indeks 
harga konsumen terhadap kualitas konsumsi pangan pada tingkat wilayah. Dengan demikian, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
determinan kualitas konsumsi pangan pada daerah agraris yang menghadapi paradoks 
pangan. 

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025; dan (2) menganalisis faktor-faktor yang 
memengaruhi kualitas konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat periode 2021–2025. 

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris terdahulu, hipotesis penelitian yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 

H1 : Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap skor Pola Pangan Harapan 
(PPH). 

H2 : Pangsa pengeluaran pangan berpengaruh negatif terhadap skor Pola Pangan 
Harapan (PPH). 

H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap skor Pola Pangan Harapan 
(PPH). 

H4 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH). 
H5 : Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif terhadap skor Pola Pangan 

Harapan (PPH). 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar empiris dalam perumusan kebijakan 

peningkatan diversifikasi pangan dan perbaikan kualitas konsumsi pangan berbasis 
karakteristik sosial ekonomi wilayah di Provinsi NTB, mengingat setiap kabupaten/kota 
memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan pola konsumsi pangan yang berbeda. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan 

inferensial untuk menganalisis kualitas konsumsi pangan serta faktor-faktor yang 
memengaruhinya pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025 
(Iba & Aditya Wardana, 2023; Priyono, 2008). Analisis deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan perkembangan indikator kualitas konsumsi pangan, sedangkan analisis 
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inferensial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Wilayah yang menjadi objek penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten 
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, 
Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). Data konsumsi pangan rumah tangga yang digunakan untuk 
menghitung skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) Modul Konsumsi dan Pengeluaran periode Maret tahun 2021–2025. Adapun 
data pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah 
penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat 
Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021–2025 (BPS NTB, 2026). 

Data penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota selama periode 2021–2025 sehingga 
menghasilkan 50 observasi. Data tersebut merupakan gabungan data antarwilayah dan 
antarwaktu yang diperlakukan sebagai pooled data. Pendekatan ini memungkinkan 
pengamatan variasi kondisi sosial ekonomi dan kualitas konsumsi pangan antar 
kabupaten/kota serta perubahannya selama periode penelitian. Seluruh observasi kemudian 
digabungkan menjadi satu set data untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian (Gujarati 
& Porter, 2010). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan independen. Variabel 
dependen yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu indikator kualitas konsumsi pangan 
berdasarkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yang diperoleh 
melalui pengolahan data konsumsi pangan, dinyatakan dalam satuan skor. Variabel 
independen meliputi: (1) pendapatan per kapita, yaitu rata-rata pendapatan masyarakat yang 
mencerminkan kemampuan ekonomi, dinyatakan dalam satuan rupiah per kapita per bulan; 
(2) pangsa pengeluaran pangan, yaitu persentase pengeluaran pangan terhadap total 
pengeluaran rumah tangga, dinyatakan dalam satuan persen (%); (3) tingkat pendidikan, yaitu 
rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, dinyatakan dalam satuan tahun; (4) 
jumlah penduduk, yaitu total penduduk pada masing-masing kabupaten/kota, dinyatakan 
dalam satuan jiwa; serta (5) Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indikator perubahan rata-
rata harga barang dan jasa yang memengaruhi daya beli masyarakat, dinyatakan dalam 
satuan indeks. 

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi (Priyono, 2008). Teknik ini 
dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan mengekstraksi data dari publikasi resmi Badan 
Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan, serta basis data yang tersedia secara publik dan 
relevan dengan kebutuhan penelitian. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis perkembangan 
kualitas konsumsi pangan dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi 
pangan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025. 
Untuk menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan, data konsumsi pangan diolah 
menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis Microsoft 
Excel 2010 versi Tahun 2023 yang dikembangkan oleh Departemen Gizi Masyarakat Fakultas 
Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional.  

Pengolahan data menggunakan aplikasi tersebut menghasilkan output berupa skor Pola 
Pangan Harapan (PPH), Tingkat Kecukupan Energi (TKE), Tingkat Kecukupan Protein (TKP), 
konsumsi energi menurut kelompok pangan, serta konsumsi protein nabati dan hewani untuk 
masing-masing tahun pengamatan. Seluruh indikator dihitung berdasarkan standar Angka 
Kecukupan Gizi (AKG), yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal per kapita 
per hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram per kapita per hari (Badan 
Pangan Nasional, 2023). Selanjutnya, hasil pengolahan setiap tahun digunakan untuk 
menganalisis perkembangan kualitas konsumsi pangan selama periode penelitian. 

Analisis perkembangan kualitas konsumsi pangan mencakup perkembangan skor PPH, 
rata-rata TKE dan TKP, rata-rata konsumsi energi menurut kelompok pangan, serta rata-rata 
konsumsi protein nabati dan hewani pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
selama periode 2021–2025. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan penyajian 
grafik dan uraian naratif. Perkembangan skor PPH digunakan untuk menggambarkan 
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keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. TKE dan TKP digunakan untuk menilai 
tingkat pemenuhan kebutuhan energi dan protein berdasarkan AKG. Sementara itu, konsumsi 
energi menurut kelompok pangan digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing 
kelompok pangan, dan konsumsi protein nabati serta hewani digunakan untuk 
menggambarkan pola sumber protein masyarakat selama periode penelitian. 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas konsumsi pangan 
digunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan karena mampu mengukur 
hubungan antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara 
simultan. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit………..(1) 

Untuk mengurangi perbedaan skala antarvariabel dan mempermudah interpretasi 
koefisien, model ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln). Transformasi 
logaritma juga dapat membantu menstabilkan varians data dan mengurangi potensi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 dalam Weriantoni, 2023). Dalam model log-log, koefisien 
regresi diinterpretasikan sebagai elastisitas, yaitu persentase perubahan skor PPH akibat 
perubahan satu persen pada variabel independen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
Dengan demikian, persamaan regresi dalam penelitian ini menjadi: 

Ln Yit = β0 + β1lnX1it + β2lnX2it + β3lnX3it + β4lnX4it + β5lnX5it + eit………..(2) 

Keterangan:  
Y : Skor Pola Pangan Harapan (PPH), X1: Pendapatan per kapita (Rp/Kapita/Bulan), X2: 
Pangsa pengeluaran pangan (Persen), X3: Tingkat pendidikan (Tahun), X4: Jumlah penduduk 
(Jiwa), X5: Indeks Harga Konsumen/IHK (Indeks), β0: konstanta, β1 –β5: koefisien regresi, e: 
error term, i: kabupaten/kota dan t: tahun pengamatan.  

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan diolah menggunakan IBM SPSS 
Statistics 27. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 
yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk 
memastikan bahwa model memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 
Kelayakan model diuji menggunakan koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Gujarati & 
Porter, 2010). Nilai R² berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 
1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik. Pengujian hipotesis dilakukan 
menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan 
terhadap skor PPH, serta uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
independen secara parsial pada tingkat signifikansi 5 persen (α = 0,05). 

Meskipun data penelitian memiliki dimensi wilayah dan waktu, penelitian ini tidak secara 
eksplisit mengestimasi efek spesifik kabupaten/kota maupun efek waktu. Oleh karena itu, 
hasil analisis diinterpretasikan sebagai hubungan statistik pada data gabungan selama 
periode penelitian. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil dan dapat 
menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan data 
panel yang lebih komprehensif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Tahun Periode 2021–2025. 

Secara umum, kualitas konsumsi pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang tercermin dari 
kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun, peningkatan tersebut belum merata 
antarwilayah, sehingga masih terdapat disparitas dalam kualitas konsumsi pangan. 

Wilayah dengan tingkat urbanisasi dan akses ekonomi yang lebih baik cenderung 
memiliki skor PPH yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, sebagian 
wilayah masih menunjukkan pola konsumsi yang didominasi oleh pangan sumber karbohidrat, 
dengan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah yang relatif rendah. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih berorientasi pada pemenuhan energi, 
belum sepenuhnya mencerminkan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan 
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berkualitas. Hal ini sejalan dengan FAO, (2019) yang menegaskan bahwa ketahanan pangan 
tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi, tetapi juga oleh keberagaman dan 
keseimbangan konsumsi pangan. 

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Berdasarkan Gambar 1, skor Pola Pangan Harapan (PPH) kabupaten/kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan tren meningkat, 
meskipun beberapa wilayah mengalami fluktuasi. Peningkatan skor PPH mencerminkan 
perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Kabupaten Lombok Timur 
mencatat skor tertinggi dengan kisaran 95,3–98,1, diikuti Kota Mataram, Lombok Utara, 
Lombok Tengah, dan Lombok Barat yang sebagian besar berada di atas skor 90. Tingginya 
skor PPH Lombok Timur didukung oleh konsumsi pangan hewani (359,7 kkal) dan sayur-buah 
(191,4 kkal) yang telah melampaui angka ideal, menunjukkan pola konsumsi yang lebih 
beragam dibandingkan wilayah lainnya. Namun demikian, konsumsi padi-padian masih 
mencapai 1.696,5 kkal atau jauh di atas angka ideal (1.050 kkal), sehingga skor PPH yang 
tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya dominasi pangan pokok, melainkan 
menunjukkan bahwa konsumsi pangan pokok telah diimbangi oleh kelompok pangan lain 
yang lebih beragam. 

 
Sumber: BPS (2021–2025), diolah. 

Gambar 1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025 

Kabupaten Bima tetap menjadi wilayah dengan skor PPH terendah, meskipun 
meningkat dari 74,7 pada tahun 2021 menjadi 85,2 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal dan cenderung 
didominasi oleh pangan sumber karbohidrat. Menurut Ariani & Ashari (2016), rendahnya 
keragaman konsumsi pangan dipengaruhi oleh dominasi konsumsi pangan pokok dan belum 
optimalnya pola konsumsi pangan bergizi seimbang. 

Beberapa wilayah mengalami penurunan skor pada tahun 2024 sebelum kembali 
meningkat pada tahun 2025, seperti Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram. 
Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan masih dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi, daya beli, dan akses pangan masyarakat (Mehraban & Ickowitz, 2021). 
Secara keseluruhan, sebagian besar kabupaten/kota di NTB telah mencapai skor PPH di atas 
90 pada akhir periode penelitian. Meskipun demikian, disparitas antarwilayah masih terlihat, 
yang tercermin dari selisih skor antara Kabupaten Lombok Timur (98,1) dan Kabupaten Bima 
(85,2) sebesar 12,9 poin pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan 
kualitas konsumsi pangan belum sepenuhnya tercapai sehingga upaya diversifikasi pangan 
dan edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang masih perlu ditingkatkan. 

Perkembangan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein (TKP) 

Berdasarkan Gambar 2, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
memiliki rata-rata TKE dan TKP di atas 100 persen selama periode pengamatan, yang 
menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan protein masyarakat secara kuantitatif telah 
terpenuhi. Kabupaten Lombok Timur mencatat capaian tertinggi dengan rata-rata TKE 
sebesar 135,9 persen dan TKP sebesar 149,7 persen, diikuti Kota Mataram dengan TKP 
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140,7 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 140,4 persen. Sebaliknya, Kabupaten 
Bima dan Kota Bima memiliki capaian relatif lebih rendah, dengan TKE masing-masing 102,0 
persen dan 100,0 persen, meskipun masih berada pada kategori cukup. 

 
Sumber: BPS (2021–2025), diolah. 

Gambar 2. Rata-rata Tingkat Kecukupan Energi (TKE) dan Tingkat Kecukupan Protein 
(TKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025 

Tingginya capaian TKE dan TKP menunjukkan bahwa permasalahan konsumsi pangan 
di NTB tidak lagi berfokus pada kecukupan energi dan protein, melainkan pada kualitas dan 
keragaman konsumsi pangan. Temuan ini terlihat dari perbedaan capaian TKE dan TKP 
dengan skor PPH di beberapa wilayah. Kabupaten Bima, misalnya, memiliki TKE 102,0 
persen dan TKP 113,6 persen, tetapi skor PPH tahun 2025 masih relatif rendah yaitu 85,2, 
sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki TKE dan TKP yang tinggi serta skor PPH 
mencapai 97,0. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kecukupan kuantitatif dan 
kualitas konsumsi pangan. Dengan kata lain, terpenuhinya energi dan protein belum 
menjamin bahwa konsumsi pangan telah beragam dan seimbang sesuai standar PPH. 
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat masih didominasi 
kelompok pangan tertentu, terutama sumber karbohidrat, sehingga belum mencerminkan pola 
konsumsi yang beragam dan seimbang. Temuan ini sejalan dengan Wijayati, Harianto and 
Suryana (2023) yang menyatakan bahwa konsumsi energi masyarakat Indonesia masih 
didominasi pangan sumber karbohidrat. 

Perbedaan capaian TKE dan TKP antarwilayah juga menunjukkan pengaruh kondisi 
sosial ekonomi dan akses pangan. Wilayah Pulau Lombok seperti Lombok Timur, Lombok 
Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram cenderung memiliki capaian lebih tinggi 
dibandingkan sebagian wilayah Pulau Sumbawa, yang mengindikasikan bahwa urbanisasi, 
aktivitas ekonomi, dan akses pasar berperan dalam pemenuhan pangan masyarakat. Devi et 
al. (2020) menegaskan bahwa akses ekonomi dan fisik terhadap pangan merupakan faktor 
penting dalam menentukan kualitas konsumsi rumah tangga. Selain itu, FAO (2019) 
menyebutkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan energi dan 
protein, tetapi juga oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. Dengan 
demikian, tantangan pembangunan pangan di NTB tidak hanya pada pemenuhan kuantitas 
konsumsi, tetapi juga peningkatan kualitas dan keragaman pangan masyarakat. 

Perkembangan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan 

Berdasarkan Gambar 3, rata-rata konsumsi energi masyarakat kabupaten/kota di 
Provinsi NTB tahun 2021–2025 masih didominasi kelompok padi-padian. Seluruh wilayah 
memiliki konsumsi padi-padian di atas standar ideal PPH sebesar 1.050 kkal/kapita/hari. 
Kelebihan konsumsi tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai 1.696,5 kkal 
atau sekitar 646,5 kkal di atas standar, diikuti Kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat 
yang masing-masing melebihi standar lebih dari 450 kkal. Sebaliknya, konsumsi umbi-umbian 
masih jauh di bawah standar ideal 126 kkal pada seluruh kabupaten/kota. Defisit terbesar 
terjadi di Kabupaten Bima dan Kota Bima yang hanya mengonsumsi sekitar 20 kkal per kapita 

 90,0

 100,0

 110,0

 120,0

 130,0

 140,0

 150,0

 160,0

P
er
se
n

Rerata TKE

Rerata TKP

Standar Ideal



Kurniawan et al. Perkembangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi ……… 

 

 Empiricism Journal, Vol 7, No 2, Juni 2026 1303 

 

per hari atau kurang lebih 100 kkal di bawah standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola 
konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada beras dan belum didukung oleh 
diversifikasi sumber karbohidrat. Mahmudiono, Andadari and Segalita (2020) menyatakan 
bahwa dominasi serealia mencerminkan rendahnya diversifikasi pangan dan kualitas 
konsumsi yang belum optimal. 

 
Sumber: BPS (2021–2025), diolah. 
Gambar 3. Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2021–2025 
Ketidakseimbangan konsumsi juga terlihat pada kelompok pangan lainnya. Konsumsi 

sayur dan buah di Kabupaten Lombok Timur mencapai 191,4 kkal atau 65,4 kkal di atas 
standar ideal, sedangkan Kabupaten Bima masih mengalami defisit sekitar 36 kkal. Pada 
kelompok kacang-kacangan, seluruh wilayah masih berada di bawah standar ideal 105 kkal, 
dengan defisit terbesar terjadi di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sebaliknya, konsumsi 
pangan hewani telah melampaui standar ideal 252 kkal di beberapa wilayah, terutama Kota 
Mataram, Lombok Timur, dan Kabupaten Bima. Temuan ini menunjukkan bahwa 
permasalahan konsumsi pangan di NTB bukan terletak pada kecukupan energi dan protein, 
melainkan pada ketidakseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. 

Perbedaan pola konsumsi tersebut turut memengaruhi skor PPH antarwilayah. 
Kabupaten Bima memiliki konsumsi padi-padian dan pangan hewani yang telah melampaui 
standar ideal, namun konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah masih 
rendah sehingga skor PPH tahun 2025 hanya mencapai 85,2. Sebaliknya, Kabupaten Lombok 
Timur memiliki konsumsi yang lebih mendekati komposisi ideal pada beberapa kelompok 
pangan penting sehingga menghasilkan skor PPH yang lebih tinggi. FAO (2019) menegaskan 
bahwa kualitas konsumsi pangan ditentukan oleh keberagaman dan keseimbangan konsumsi 
antar kelompok pangan, bukan hanya oleh kecukupan energi. 

Secara umum, wilayah dengan akses ekonomi dan pasar yang lebih baik cenderung 
memiliki pola konsumsi yang lebih beragam. Namun, dominasi padi-padian serta rendahnya 
konsumsi umbi-umbian dan kacang-kacangan menunjukkan bahwa diversifikasi konsumsi 
pangan di Provinsi NTB masih belum optimal. Selain itu, konsumsi minyak dan lemak yang 
melebihi standar ideal di beberapa wilayah perlu mendapat perhatian karena dapat 
meningkatkan risiko penyakit tidak menular apabila tidak diimbangi pola konsumsi yang 
seimbang (Thapsuwan et al., 2024). 

Perkembangan Konsumsi Protein Nabati dan Protein Hewani 

Berdasarkan Gambar 4, rata-rata konsumsi protein penduduk kabupaten/kota di 

Provinsi NTB tahun 2021–2025 masih didominasi oleh protein nabati dengan proporsi 57,3–

70,6 persen, sedangkan protein hewani berkisar 29,4–42,7 persen. Proporsi protein nabati 

tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Tengah (70,6 persen), Lombok Barat (70,3 persen), 

dan Lombok Timur (67,1 persen). Sebaliknya, proporsi protein hewani relatif lebih tinggi di 
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Kabupaten Sumbawa Barat (42,7 persen), Kota Mataram (40,5 persen), dan Kabupaten Bima 

(40,1 persen). 

 
Sumber: BPS (2021–2025), diolah. 

Gambar 4. Proporsi (%) Rata-rata Konsumsi Protein Nabati dan Protein Hewani 
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021–2025. 

Dominasi protein nabati menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat masih 
bertumpu pada pangan yang lebih terjangkau, seperti beras, tempe, tahu, dan kacang-
kacangan. Sementara itu, wilayah dengan proporsi protein hewani yang lebih tinggi umumnya 
memiliki aktivitas ekonomi, akses pasar, dan daya beli yang lebih baik. Hoddinott, (2002) 
menyatakan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga berhubungan positif dengan 
peningkatan konsumsi pangan berkualitas tinggi, termasuk pangan hewani, melalui 
peningkatan keragaman konsumsi pangan. 

Meskipun tidak menjadi determinan langsung skor PPH, proporsi konsumsi protein 
hewani dapat digunakan sebagai indikator kualitas gizi konsumsi pangan. Day et al. (2022) 
menegaskan bahwa protein hewani memiliki kualitas gizi yang lebih baik karena mengandung 
asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Oleh karena itu, 
tingginya proporsi protein nabati di NTB menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat 
telah mencukupi secara kuantitatif, namun kualitas protein yang dikonsumsi masih dapat 
ditingkatkan. Dengan demikian, upaya diversifikasi pangan dan peningkatan akses terhadap 
sumber protein hewani tetap diperlukan untuk mendukung perbaikan kualitas gizi masyarakat. 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Konsumsi Pangan pada kabupaten/kota di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021–2025. 
Uji Asumsi Klasik. 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria 
BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sehingga hasil estimasi dapat digunakan untuk 
analisis lebih lanjut. Pengujian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 
heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik Model Regresi 

No Uji Asumsi Metode Kriteria 

Pengujian 

Hasil Utama Kesimpulan 

1 Normalitas Kolmogorov

-Smirnov 

Sig. > 0,05 Sig. 0,149 Residual 

berdistribusi normal 

2 Multikolineari

tas 

Tolerance & 

VIF 

Tolerance > 

0,10; VIF < 10 

Tolerance 0,364–

0,907; VIF 1,102–

2,745 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

3 Heteroskedasti

sitas 

Glejser Sig. > 0,05 Sig. 0,054–0,994 

(seluruh variabel > 

0,05) 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa seluruh uji asumsi klasik telah memenuhi 
kriteria yang dipersyaratkan. Residual terdistribusi normal, tidak ditemukan gejala 
multikolinearitas antarvariabel independen, serta tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. 
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Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi BLUE dan layak 
digunakan untuk analisis regresi linear berganda. 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda. 

Berdasarkan hasil estimasi regresi linear berganda pada Tabel 4, variabel dependen 
(Y) dalam penelitian ini adalah Kualitas Konsumsi Pangan yang ditunjukkan oleh Skor Pola 
Pangan Harapan (PPH), sedangkan variabel independen terdiri atas pendapatan per kapita, 
pangsa pengeluaran pangan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga 
Konsumen (IHK). 

Tabel 4: Hasil Estimasi Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Skor PPH di 
kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 

Variabel Koefisien Regresi Beta t hitung Sig. 

Konstanta -0,200 – -0,149 0,882 

Pendapatan Per Kapita (X1) 0,299 1,018 7,094 0,000 

Pangsa Pengeluaran Pangan (X2) 0,272 0,361 2,436 0,019 

Tingkat Pendidikan (X3) -0,303 -0,770 -5,232 0,000 

Jumlah Penduduk (X4) 0,005 0,054 0,479 0,634 

Indeks Harga Konsumen/IHK (X5) -0,004 -0,002 -0,016 0,987 

Variabel Dependen (Y) : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Nilai R  : 0,805 

R²  : 0,647 

Adjusted R²  : 0,607 

Std. Error of the Estimate  : 0,04255    
F hitung  : 16,148    
Prob (Sig. F)  : 0,000    
Taraf Kepercayaan  : 95% (α = 0,05)    

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,805 yang 
mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dengan skor PPH berada 
pada kategori kuat. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,647 menunjukkan bahwa 
sebesar 64,7 persen variasi skor PPH dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model 
regresi. Setelah dilakukan penyesuaian, nilai Adjusted R² sebesar 0,607 mengindikasikan 
bahwa 60,7 persen variasi skor PPH dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 
39,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 16,148 dengan probabilitas 
(Sig. F) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 pada taraf kepercayaan 95 persen. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran pangan, tingkat 
pendidikan, jumlah penduduk, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap skor PPH, sehingga model regresi yang digunakan layak 
sebagai alat analisis dalam penelitian. Selain itu, nilai Std. Error of the Estimate sebesar 
0,04255 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil, sehingga model 
cukup baik dalam menjelaskan variasi skor PPH antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 lnYit= - 0,200 + 0,299lnX1it + 0,272lnX2it – 0,303lnX3it + 0,005lnX4it - 0,004lnX5it 

Keterangan: 
Y: Skor PPH, X1: Pendapatan per kapita, X2: Pangsa pengeluaran pangan, X3: Tingkat 
pendidikan, X4: Jumlah penduduk, X5: Indeks Harga Konsumen (IHK), i: kabupaten/kota, dan 
t: tahun pengamatan (2021–2025). 

Karena model yang digunakan merupakan model logaritma ganda (log-log), maka 
setiap koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Dengan demikian, setiap 
perubahan sebesar 1 persen pada variabel independen akan menyebabkan perubahan 
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persentase pada skor PPH sebesar nilai koefisien regresinya, dengan asumsi variabel lain 
konstan. Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita, pangsa 
pengeluaran pangan, dan jumlah penduduk memiliki arah pengaruh positif terhadap skor 
PPH. Sebaliknya, tingkat pendidikan dan IHK memiliki arah pengaruh negatif terhadap skor 
PPH.  

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4, variabel pendapatan per kapita (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Koefisien regresi sebesar 0,299 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan per 
kapita sebesar 1 persen akan meningkatkan skor PPH sebesar 0,299 persen, dengan asumsi 
variabel lain tetap. Variabel pangsa pengeluaran pangan (X2) juga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap skor PPH dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Koefisien regresi 
sebesar 0,272 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pangsa pengeluaran pangan sebesar 
1 persen akan meningkatkan skor PPH sebesar 0,272 persen. Sementara itu, variabel tingkat 
pendidikan (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor PPH dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Koefisien regresi sebesar -0,303 menunjukkan bahwa setiap 
peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 persen akan menurunkan skor PPH sebesar 0,303 
persen, dengan asumsi variabel lain konstan.  

Di sisi lain, variabel jumlah penduduk (X4) memiliki koefisien positif sebesar 0,005, yang 
berarti setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen cenderung meningkatkan skor 
PPH sebesar 0,005 persen. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,634 yang lebih besar dari 0,05. Demikian pula, variabel 
Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki koefisien negatif sebesar -0,004 yang 
mengindikasikan bahwa setiap peningkatan IHK sebesar 1 persen cenderung menurunkan 
skor PPH sebesar 0,004 persen. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak signifikan secara 
statistik karena nilai signifikansinya sebesar 0,987 atau lebih besar dari 0,05. Dengan 
demikian, hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, pangsa pengeluaran 
pangan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap skor 
PPH di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025. 
Sementara itu, jumlah penduduk dan IHK belum menunjukkan pengaruh yang signifikan 
terhadap perubahan skor PPH pada periode penelitian. 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap skor PPH diuraikan sebagai berikut: 

Pendapatan Per Kapita 

Berdasarkan Gambar 5, perkembangan pendapatan per kapita kabupaten/kota di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi serta 
disparitas antarwilayah. Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan wilayah 
dengan tingkat pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sedangkan 
Kabupaten Bima, Dompu, dan Lombok Utara berada pada kelompok pendapatan yang lebih 
rendah. 

Perbedaan tersebut mencerminkan ketimpangan struktur ekonomi antarwilayah, di 
mana wilayah dengan aktivitas ekonomi perkotaan dan investasi cenderung memiliki 
pendapatan lebih tinggi dibandingkan wilayah berbasis sektor primer. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan yang lebih beragam 
masih berbeda antarwilayah (Prihatin, A. S. et al. 2021). 
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Sumber: BPS NTB (2026)  

Gambar 5. Perkembangan Pendapatan Penduduk  Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2021–
2025 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien regresi sebesar 
0,299 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Dalam model log-log, koefisien tersebut 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 persen berasosiasi 
dengan peningkatan skor PPH sebesar 0,299 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. 
Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan 
bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap skor PPH. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemampuan 
rumah tangga dalam mengakses dan mengonsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi, dan 
berkualitas, termasuk pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan temuan Sibhatu & Qaim (2017) serta Verger et al. (2021) yang menunjukkan bahwa 
pendapatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan akses terhadap pangan bergizi 
dan mendorong diversifikasi konsumsi pangan. Temuan ini juga didukung oleh Rinaldi et al. 
(2017) yang menyatakan bahwa rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi 
cenderung memiliki pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan seimbang. 

Secara spasial, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tingkat 
pendapatan per kapita yang relatif tinggi dan diikuti oleh skor PPH yang cenderung tinggi serta 
stabil selama periode 2021–2025 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Sebaliknya, 
Kabupaten Bima dan Kota Bima memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dengan skor 
PPH yang juga relatif lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Fluktuasi 
pendapatan pada beberapa daerah turut diikuti oleh perubahan skor PPH, yang menunjukkan 
adanya keterkaitan antara kemampuan ekonomi masyarakat dan kualitas konsumsi pangan. 
Peningkatan pendapatan mendorong kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan 
yang lebih beragam dan bergizi. Namun demikian, kualitas konsumsi pangan tidak hanya 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pengetahuan gizi, preferensi konsumsi, 
budaya makan, dan aksesibilitas pangan masyarakat (Enriquez & Archila-Godinez, 2022). 
Oleh karena itu, peningkatan pendapatan perlu diiringi dengan edukasi gizi dan penguatan 
diversifikasi pangan lokal guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat secara 
berkelanjutan. 

Pangsa Pengeluaran Pangan 

Berdasarkan Gambar 6, pangsa pengeluaran pangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan variasi antarwilayah dengan 
kecenderungan lebih tinggi pada wilayah kabupaten dibandingkan kota. Kabupaten Lombok 
Utara, Lombok Timur, Dompu, dan Bima memiliki pangsa pengeluaran pangan yang relatif 
tinggi, sedangkan Kota Mataram menunjukkan proporsi terendah selama periode 
pengamatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah kabupaten 
masih mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan, 
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yang secara teoritis mencerminkan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih rendah sesuai 
dengan Hukum Engel (Barrett et al. 2018). Sebaliknya, wilayah perkotaan cenderung memiliki 
proporsi pengeluaran nonpangan yang lebih besar seiring meningkatnya tingkat pendapatan 
dan perubahan pola konsumsi masyarakat. 

 
Sumber: BPS NTB (2021–2025). 
Gambar 6. Perkembangan Pangsa Pengeluaran Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 

Tahun 2021–2025 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien regresi 
sebesar 0,272 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 (<0,05). Dalam model log-log, koefisien 
tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pangsa pengeluaran pangan sebesar 1 
persen berasosiasi dengan peningkatan skor PPH sebesar 0,272 persen, dengan asumsi 
variabel lain konstan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis 
penelitian (H2) yang menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan berpengaruh negatif 
terhadap skor PPH. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi pengeluaran 
rumah tangga untuk pangan pada kabupaten/kota di Provinsi NTB cenderung diikuti oleh 
peningkatan kualitas konsumsi pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tambahan 
pengeluaran pangan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, tetapi 
juga untuk mengakses pangan yang lebih beragam dan bergizi, seperti pangan hewani, buah-
buahan, dan sayuran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sibhatu & Qaim (2017) dan 
Verger et al. (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pangan dapat 
mendorong diversifikasi konsumsi dan perbaikan kualitas pangan rumah tangga. 

Namun demikian, peningkatan kualitas konsumsi pangan tersebut belum sepenuhnya 
diikuti oleh diversifikasi konsumsi yang optimal. Selama periode penelitian, pola konsumsi 
masyarakat NTB masih didominasi oleh kelompok padi-padian sehingga perbaikan kualitas 
konsumsi pangan belum berlangsung secara merata antar kelompok pangan. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya 
pengeluaran pangan, tetapi juga oleh faktor lain seperti pengetahuan gizi, preferensi 
konsumsi, budaya makan, dan aksesibilitas pangan. Temuan ini sejalan dengan Headey & 
Alderman (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pangan belum tentu 
diikuti oleh konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi. Oleh karena itu, peningkatan 
daya beli masyarakat perlu diiringi dengan edukasi gizi dan penguatan diversifikasi pangan 
lokal agar pengeluaran pangan lebih banyak dialokasikan pada konsumsi pangan yang 
beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 
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Berdasarkan Gambar 7, tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat, meskipun masih terdapat 
kesenjangan antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Kota Bima dan Kota Mataram memiliki 
tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas yang relatif lebih tinggi, sedangkan 
Kabupaten Lombok Utara menunjukkan rata-rata lama sekolah terendah. Kondisi tersebut 
mencerminkan adanya disparitas akses pendidikan dan fasilitas sosial antarwilayah (Edo & 
Yasin, 2024). 

 
Sumber: BPS NTB (2021–2025). 

Gambar 7. Perkembangan Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota di NTB Tahun 2021–2025 
Secara teoritis, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan gizi, 

kemampuan memilih pangan, serta kesadaran terhadap konsumsi pangan yang sehat dan 
beragam. Ariani dan Ashari (2016) serta Sanlier et al. (2024) menyatakan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula pemahaman terhadap konsumsi pangan bergizi 
dan seimbang. FAO (2019) juga menegaskan bahwa kualitas konsumsi pangan dipengaruhi 
tidak hanya oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh pengetahuan dan perilaku konsumsi 
masyarakat. 

Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan 
koefisien regresi sebesar -0,303 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Dalam model 
log-log, setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1 persen berasosiasi dengan 
penurunan skor PPH sebesar 0,303 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan 
demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis penelitian (H3) yang menyatakan 
bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap skor PPH. Kondisi tersebut juga 
terlihat pada Gambar 7, di mana wilayah dengan tingkat pendidikan relatif tinggi tidak selalu 
memiliki skor PPH yang lebih tinggi. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal yang lebih tinggi belum tentu 
diikuti oleh perbaikan pola konsumsi pangan. Pada beberapa wilayah, peningkatan 
pendidikan dapat disertai perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak selalu 
mengarah pada konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi. Kondisi ini sejalan dengan 
teori transisi pangan yang dikemukakan oleh Popkin, (1999), bahwa modernisasi dan 
perubahan sosial dapat mendorong pergeseran pola makan masyarakat menuju konsumsi 
pangan olahan dan siap saji. Verger et al. (2021) juga menegaskan bahwa pendidikan formal 
saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan tanpa diiringi pengetahuan 
gizi dan perilaku konsumsi yang baik. Oleh karena itu, hubungan negatif antara tingkat 
pendidikan dan skor PPH perlu diinterpretasikan secara hati-hati serta memerlukan kajian 
lebih lanjut. 
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Berdasarkan Gambar 8, jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat di seluruh wilayah. Kabupaten 
Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, 
sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima memiliki jumlah penduduk relatif lebih 
kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk di NTB masih terpusat di 
Pulau Lombok, terutama pada wilayah dengan aktivitas ekonomi dan pusat permukiman yang 
lebih berkembang. 

 
Sumber: BPS NTB (2021–2025). 

Gambar 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Tahun 2021–2025. 

Secara teoritis, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dan 
memberikan tekanan terhadap sistem penyediaan pangan daerah. Fukase & Martin (2020) 
menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan 
konsumsi pangan, sedangkan Purwaningsih (2008) menegaskan bahwa pertumbuhan 
penduduk berdampak pada peningkatan permintaan pangan rumah tangga baik dari sisi 
kuantitas maupun kualitas. 

Hipotesis penelitian (H4) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap 
skor Pola Pangan Harapan (PPH). Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan 
(PPH), dengan koefisien sebesar 0,005 dan nilai signifikansi 0,634 (>0,05). Dalam model log-
log, koefisien ini menunjukkan elastisitas yang sangat kecil, yaitu kenaikan jumlah penduduk 
sebesar 1 persen hanya diikuti peningkatan skor PPH sebesar 0,005 persen, namun tidak 
signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis H4 ditolak. 

Hasil ini menunjukkan bahwa variasi jumlah penduduk antarwilayah belum menjadi 
faktor utama yang menentukan kualitas konsumsi pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Wilayah dengan jumlah penduduk besar tidak selalu memiliki skor PPH lebih rendah, dan 
sebaliknya. Sebagai contoh, Kabupaten Lombok Utara yang memiliki rata-rata jumlah 
penduduk lebih kecil dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah pada periode 2021–2025 
justru menunjukkan skor PPH yang relatif lebih baik. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas konsumsi pangan lebih dipengaruhi oleh 
faktor lain seperti kemampuan ekonomi, akses pangan, dan pola konsumsi masyarakat. Hal 
ini sejalan dengan Debebe & Zekarias (2020) serta FAO (2019) yang menekankan bahwa 
ketahanan pangan lebih ditentukan oleh akses dan kemampuan ekonomi dibandingkan 
jumlah penduduk. Dengan demikian, peningkatan kualitas konsumsi pangan di NTB perlu 
difokuskan pada penguatan akses pangan, peningkatan kesejahteraan, dan diversifikasi 
konsumsi pangan. 
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Berdasarkan Gambar 9, Indeks Harga Konsumen (IHK) kabupaten/kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dengan kisaran 
nilai antara 104,88–108,47. Secara umum, seluruh wilayah mengalami kecenderungan 
kenaikan IHK, meskipun terdapat variasi antar kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan 
adanya tekanan inflasi yang relatif merata di NTB selama periode penelitian. 

 
Sumber: BPS NTB (2021–2025). 
Gambar 9. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten/Kota di Provinsi NTB 

Tahun 2021–2025 
Secara teoritis, kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencerminkan meningkatnya 

harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli rumah tangga apabila tidak 
diimbangi oleh peningkatan pendapatan (Mankiw et al., 2018). Dalam konteks konsumsi 
pangan, kondisi ini berpotensi membatasi akses terhadap pangan yang bergizi dan beragam 
(Headey & Alderman, 2019). 

Hipotesis penelitian (H5) menyatakan bahwa IHK berpengaruh negatif terhadap skor 
Pola Pangan Harapan (PPH).Namun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa IHK 
tidak berpengaruh signifikan terhadap skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan koefisien 
sebesar -0,004 dan nilai signifikansi 0,987 (>0,05). Dalam model log-log, koefisien tersebut 
dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, yang berarti bahwa peningkatan IHK sebesar 1 
persen hanya diikuti penurunan skor PPH sebesar 0,004 persen, namun pengaruh tersebut 
tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis H5 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan IHK selama periode penelitian tidak secara 
nyata memengaruhi variasi skor PPH antarwilayah sebagaimana tercermin pada Gambar 9. 
Tidak signifikannya pengaruh IHK diduga karena variasi IHK antarwilayah relatif kecil serta 
adanya kecenderungan rumah tangga untuk tetap mempertahankan pengeluaran pangan 
meskipun terjadi kenaikan harga. Kondisi ini juga tercermin dari masih tingginya pangsa 
pengeluaran pangan di sebagian besar wilayah. 

Hasil ini sejalan dengan Laborde et al. (2020) dan Verger et al. (2021) yang menegaskan 
bahwa dampak perubahan harga terhadap kualitas konsumsi pangan lebih banyak ditentukan 
oleh pendapatan, pola konsumsi, serta kemampuan adaptasi rumah tangga. Dengan 
demikian, perubahan IHK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 
periode 2021–2025 belum menjadi faktor utama yang memengaruhi skor PPH, karena 
kualitas konsumsi pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi lainnya, 
terutama pendapatan dan pola alokasi pengeluaran pangan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perkembangan kualitas 
konsumsi pangan serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada kabupaten/kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) periode tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa: (1) kualitas 
konsumsi pangan pada kabupaten/kota di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan 
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selama periode 2021-2025. Namun demikian, masih terdapat disparitas antarwilayah, 
terutama antara kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Meskipun TKE dan 
TKP telah melampaui standar kecukupan, kualitas konsumsi pangan belum optimal yang 
ditandai oleh dominasi kelompok padi-padian serta rendahnya konsumsi pangan sumber 
protein hewani, sayur, buah, dan umbi-umbian; (2) pendapatan per kapita dan pangsa 
pengeluaran pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor PPH, sedangkan 
tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, jumlah penduduk dan 
Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap skor PPH dengan kemampuan 
penjelasan model sebesar 60,7 persen. Secara keseluruhan, pendapatan per kapita dan pola 
pengeluaran pangan menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas 
konsumsi pangan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi NTB. 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rekomendasi yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan diversifikasi 
konsumsi pangan melalui pengembangan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan 
Aman (B2SA), khususnya di wilayah dengan skor PPH relatif rendah, serta didukung oleh 
pengembangan dan promosi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada kelompok 
padi-padian; (2) program peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus ditingkatkan 
melalui penguatan pendapatan rumah tangga, karena pendapatan terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas konsumsi pangan; (3) diperlukan penguatan edukasi gizi dan 
literasi pangan secara berkelanjutan serta peningkatan pemerataan akses pangan 
antarwilayah, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, guna mengurangi 
disparitas kualitas konsumsi pangan; (4) penelitian selanjutnya disarankan untuk 
menambahkan variabel lain seperti harga pangan spesifik, aksesibilitas pangan, budaya 
konsumsi, dan preferensi rumah tangga agar analisis faktor-faktor yang memengaruhi PPH 
menjadi lebih komprehensif. 
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